
 

 

 

 
 

 
 

 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 52 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  

NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN BAGI SETIAP DESA  

DI KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang  : a. bahwa pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi 
setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 
2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa yang Bersumber dari APBN bagi Setiap Desa di 

Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018;  
 

   b. bahwa ketentuan mengenai pelaporan Dana Desa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud 
dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa yang Bersumber dari APBN bagi Setiap 
Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820);  
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);  
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  

 



 

 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

 
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 244); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1970); 

 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1884); 
 

 



 

 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2016 Nomor 24), sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor  46); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Kuala Tahun 2017 Nomor 51). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN 
BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari APBN bagi 
Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 1), 
diubah sebagai berikut : 

 
1. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 8A 

 
Perhitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 

Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini. 

 
 

 
 



 

 

2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 

penyaluran kepada Bupati. 
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 

7 Juni tahun anggaran berjalan. 
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 

setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 

menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 
pada aplikasi software. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  

 
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. 
 

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal  7 Agustus 2018        

 
BUPATI BARITO KUALA, 

 

 
 

Hj. NOORMILIYANI AS 
 

Diundangkan di Barito Kuala 
Pada tanggal 7 Agustus 2018 
 

     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO KUALA 

 
 

  
           H. SUPRIYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 52 


